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Abstrak: Korupsi merupakan faktor utama yang menghambat pembangunan dan menciptakan
disintegrasi sosial, sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang efektif. Bidang intelijen
Kejaksaan Tinggi memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan analisis data intelijen untuk
mengidentifikasi potensi korupsi dan memperkuat tindakan pencegahan. Metodologi penelitian
yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis
dokumen dan pembahasan dengan literatur yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa
pengumpulan intelijen sangat penting untuk meningkatkan kegiatan pencegahan melalui analisis
risiko, deteksi dini, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penguatan sumber daya
manusia dan informasi teknologi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan fungsi intelijen
tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama antar organisasi dan pengembangan
kemampuan intelijen di Tinggi sangat penting untuk menangani tindak pidana korupsi secara
efektif dan efisien.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan Tinggi, Pencegahan Korupsi, Analisis Risiko.

Abstract: Corruption is a major factor that hinders development and creates social disintegration,
thus requiring effective preventive measures. The intelligence sector of the High Prosecutor’s
Office plays a startegic role in collecting and analyzing intelligence data to identify corruption
potensials and strengthen preventive actions. The research methodology employed is a qualitative
study with a descriptive approach, involing document analysis and discussions with relevant
literature. The study findings indicate that intelligence gathering is crucial for enhancing
prevention activities through risk analysis, early detection, and coordination among law
enforcement agencies. Strengthening human resources and information technology serves as a key
factor in optimizing the intelligence function. The results of this study demonstrate that
interorganizational cooperation and the development of intelligence capabilities at the High
Prosecutors Office are essential for handling corruption crimes effectively and efficiently.
Keywords: High Prosecutor’s Office Intelligence, Corruption Prevention, Risk Analysis.
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PENDAHULUAN

Keuangan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi negara masih dirusak oleh korupsi struktural. Terlepas dari upaya pemberantasan
yang insentif, seperti penindakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penuntutan
oleh kejaksaan, dan keputusan pengadilan tindak pidana korupsi, bukti dan data
menunjukkan bahwa tantangan pencegahan korupsi masih besar dan berkembang.1 Pada
tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat menjadi 37/100. Namun,
metrik lain menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan dan toleran terhadap korupsi,
sehingga upaya pencegahan harus diperkuat2.

Secara kuantitatif, jumlah putusan perkara dan kemungkinan kerugian negara yang
signifikan. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mencatat ribuan perkara korupsi yang
diputuskan di pengadilan tindak pidana korupsi (misalnya, 1.623 perkara diputuskan pada
tahun itu), dan laporan publik mencatat nominal kerugian negara yang signifikan terkait
korupsi.3 Hasil menunjukkan bahwa penanganan represif saja tidak cukup; pencegahan
yang sistematis dan berbasis intelijen sangat penting.

Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk
melakukan kegiatan intelijen yustisial, seperti penyelidikan intelijen, penggalangan,
pengamanan, dan pencegahan-tangkal, dalam rangka penegakan hukum nasional. Kegiatan
ini bertujuan untuk melindungi kebijakan penegakan hukum secara preventif maupun
represif. Menurut organisasi dan fungsi Kejaksaan, intelijen berfungsi sebagai alat
strategis untuk mendeteksi korupsi sejak dini, mengawasi pembangunan strategis, dan
bekerja sama dengan unit teknis, seperti seksi tindak pidana khusus, untuk
menindaklanjuti kasus.4

Walaupun fungsi intelijen diawasi dan dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi, ada
beberapa masalah praktik yang memerlukan penelitian. Ini termasuk koordinasi antar
institusi (Kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan inspektorat daerah), efektivitas operasi
pencegahan, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi intelijen, dan mekanisme
Republik Indonesia.5 akuntabel.6 Intelijen berperan aktif dalam praktik kejaksaan lokal,
seperti penetapan tersangka oleh beberapa hakim dan tindakan intelijen untuk menangkap
dan mencari DPO. Namun, tidak banyak penelitian empiris yang mengukur hasil
pencegahan secara kuantitatif.7

Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang — Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun institusi tersebut menjalankan fungsi
utama kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Pengaturan Kejaksaan yang semata-
mata ditetapkan melalui undang-undang mengindikasikan kelemahan posisi hukumnya
secara fundamental, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai kedudukan
dan wewenangnya dalam tatanan ketatanegaraan.8 Dalam kajian literatur peradilan pidana,
Kejaksaan dipandang sebagai entitas yang mendominasi sistem peradilan karena perannya
yang signifikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.9 Berdasarkan uraian dalam
latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut:

1. Apa saja faktor penghambat peran bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi?

2. Apa saja kebijakan yang dapat memperkuat peran bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi
dalam pencegahan tindak pidana korupsi secara lebih akuntabel dan terukur?

3. Bagaimana strategi dan metode intelijen yustisal yang diterapkan Kejaksaan Tinggi
dalam mengidentifikasi dan mengawasi tindak pidana korupsi?
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian menggunakan
data primer, sekunder dan tersier. Pada data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang
diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, buku akademik tindak pidana korupsi,
dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkaya analisis.10

Bahan hukum primer terdiri dari Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Undang -
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 11 Undang —
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsil2, Undang
- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur organisasi dan fungsi intelijen kejaksaan
adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara sumber hukum
tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, diterapkan sebagai referensi untuk
menjelaskan istilah dan konteksnya.13
Tiga dimensi utama yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Pendekatan perundang-undangan yang melihat teks undang — undang secara langsung
dan menemukan pasal terkait dengan intelijen preventif.

2. Pendekatan konseptual, yang melihat konsep dan teori hukum pidana pencegahan
korupsi.

3. Pendekatan kasus yang melihat kasus korupsi nyata yang ditangani Kejaksaan.

Analisis data yang dipakai berupa analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif.
Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk evaluasi kritis terhadap efektivitas
hukum sekarang dan mengadakan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang
berlaku.14

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Strategis Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi

Dalam pandangan normatif, Divisi Intelijen Kejakasaan Tinggi wajib memiliki
fungsi strategis utama di dalam sistem pencegahan korupsi Indonesia, terutama melalui
kegiatan intelijen yustisial yang secara ideal diarahkan untuk mendeteksi dan menghalangi
pelanggaran hukum sebelum terjadinya, sesuai dengan nilai-nilai etis keadilan yang
bersifat antisipatif serta tanggung jawab publik.15 Mengacu pada tolak ukur normatif yang
bersumber dari kerangka peraturan perundang-undangan dan tuntutan etis, fungsi
pokoknya harus meliputi pengidentifikasian awal potensi penyimpangan keuangan negara,
seperti pencurian dana anggaran dan belanja negara dalam proyek infrastruktur;
pemantauan pembangunan strategis tingkat nasional dan regional, meliputi pengawasan
proyek-proyek skala besar seperti konstruksi jalan tol atau waduk yang rawan praktik
korupsi; serta kerja sama antar bidang dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kepolisian, dan Inspektorat.16 Operasi intelijen yustisial harus dilaksanakan
melalui kegiatan intelijen yang mencakup pengumpulan informasi rahasia, pemetaan
risiko berdasarkan analisis ramalan, serta penyampaian temuan deteksi awal kepada wakil
Jaksa Agung Bidang Intelijen untuk langkah pencegahan. Fungsi ini tidak hanya responsif
tetapi juga aktif secara normatif ,17 dengan tujuan mengurangi kerugian negara yang
diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun karena korupsi, sehingga
mempertahankan keutuhan keuangan publik dan mendorong pembangunan yang lestari
sebagaimana ditetapkan oleh norma konstitusional.18

Jaksa memiliki tanggung jawab untuk mengajukan tuntutan dalam perkara pidana di
pengadilan, mewakili kepentingan negara dan masyarakat, serta menjamin bahwa proses
peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.19 Dalam menjalankan
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wewenangnya, jaksa berkewajiban mengejar kebenaran materiil melalui pencarian dan

pengungkapan fakta-fakta secara mendalam, sehingga putusan pengadilan dapat

mencerminkan keadilan yang sejati. Tugas ini menjadi semakin menantang ketika
menghadapi kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang semakin rumit.20

Pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan mekanisme pengawasan yang
terstruktur dan terukur guna menekan peluang penyalahgunaan wewenang dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan sistem deteksi ini merupakan kebutuhan pokok
untuk meminimalkan potensi kerugian negara, khususnya pada proyek-proyek strategis
yang menuntut akuntabilitas tinggi. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai,
kebijakan publik rentan dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan

pribadi, sehingga tujuan pemerintahan yang bersih dan transparan sulit dicapai. 21

Kendala Implementasi Intelijen Kejaksaan dalam Pencegahan Korupsi

Dari sudut pandangan normatif, walaupun fungsi Divisi Intelijen Kejaksaan Tinggi
diatur dengan tegas, penerapannya di lapangan tidak boleh dihalangi oleh hambatan
struktural dan operasional yang merusak tuntutan etis pencegahan korupsi yang efisien,
yang dapat menurunkan efektivitas hingga 40 persen bertentangan dengan standar
keadilan hingga pertanggungjawaban.22 Hambatan pokok yang harus diatasi agar sesuai
dengan harapan normatif mencakup:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan spesialis intelijen yustisial: Tidak
semua jaksa boleh kurang memiliki dasar teknis untuk melaksanakan aktivitas intelijen
hukum, seperti analisis data forensik atau evaluasi risiko, karena hal tersebut melanggar
norma kompetensi profesional dan kesamaan. Kondisi ini menimbulkan variasi mutu
pelaksanaan fungsi intelijen di berbagai Kejaksaan Tinggi, di mana jaksa di wilayah
terpencil tidak boleh kurang mahir dibandingkan yang di pusat. Sebagai contoh, dalam
peristiwa proyek pembangunan di Papua, keterbatasan sumber daya manusia tidak
boleh menunda pengidentifikasian penyimpangan dana otonomi khusus, yang
bertentangan dengan prinsip keadilan yang merata.23 Situasi ini berpotensi mengurangi
integritas lembaga dan menghalangi upaya pencegahan korupsi yang seharusnya
dilaksanakan secara objektif tanpa tekanan politik. Kejaksaan, sebagai institusi
pelaksana kekuasaan negara di bidang hukum, harus menjunjung tinggi prinsip
kebebasan dan kemandirian agar pelaksanaan wewenangnya benar-benar terhindar dari
intervensi, khususnya dari kekuasaan eksekutif. Kemandirian kelembagaan dan
fungsional merupakan prasyarat mutlak untuk penegakan keadilan serta kepercayaan
masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Tanpa adanya jaminan kemandirian
tersebut, pelaksanaan fungsi intelijen akan bersifat semata-mata formal dan tidak
mampu memberikan signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara
menyeluruh.24

2. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi informasi Proses pengumpulan,
analisis, dan distribusi informasi harus memanfaatkan sistem yang terpadu dan
terlindungi, seperti basis data intelijen yang dienkripsi, untuk menegakkan norma
keamanan data dan efisiensi. Namun, sebagian besar Kejaksaan Tinggi di daerah tidak
boleh kekurangan alat yang sesuai, seperti perangkat lunak evaluasi risiko atau server
awan, yang mengakibatkan ketergantungan pada metode manual dan meningkatkan
bahaya kebocoran data, yang bertentangan dengan standar etis kemajuan teknologi,
khususnya dalam konteks digitalisasi masa pandemi.

3. Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal: Meskipun terdapat
forum koordinasi, seperti antara Kejaksaan, KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, pelaksanaannya tidak boleh tetap bersifat sektoral dan tidak efisien,
karena hal tersebut melanggar norma kerja sama antar lembaga. Informasi intelijen
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harus dibagikan secara efisien tanpa kerahasiaan yang berlebihan atau pengelolaan
yang berbeda, seperti dalam kasus koordinasi penanganan korupsi e- KTP yang
melibatkan beberapa institusi tetapi gagal menghindari kerugian negara sebesar Rp2,3
triliun, yang melanggar prinsip pertanggungjawaban bersama.25

Kurangnya pengawasan internal dan pertanggungjawaban intelijen: Pelaksanaan fungsi
intelijen harus didukung oleh mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang, seperti akses data pribadi tanpa izin, sesuai dengan norma
etis transparansi dan hak asasi manusia. Saat ini, absennya mekanisme penilaian kinerja
intelijen yang seragam dan transparan berisiko menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan, yang tidak boleh terjadi. Secara keseluruhan, hambatan- hambatan ini tidak
boleh membuat fungsi pencegahan korupsi menjadi tidak maksimal, khususnya dalam
pengidentifikasian awal penyimpangan proyek pemerintah dan pengelolaan keuangan
publik, dengan dampak jangka panjang seperti penurunan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga hukum, yang bertentangan dengan ideal normatif integritas
institusional.

Strategi Penguatan Peran Bidang Intelijen Kejaksaan

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui fungsi intelijen

kejaksaan, tuntutan normatif mengharuskan langkah-langkah strategis yang menyeluruh
dan didasarkan pada bukti, dengan sasaran peningkatan efisiensi hingga 30 persen dalam
lima tahun untuk memenuhi standar etis dan hukum.26 Strategi ini harus mencakup:

1.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia intelijen yustisial: Pelatihan spesialis bagi
jaksa intelijen dalam bidang evaluasi risiko, analisis informasi, dan pengelolaan data
harus menjadi prioritas nasional, termasuk program sertifikasi internasional seperti dari
interpol, untuk menutup kesenjangan kompetensi dan memastikan jaksa di daerah dapat
melaksanakan tugas dengan standar tinggi, sebagaimana diwajibkan oleh norma
pengembangan profesional.27

. Digitalisasi sistem intelijen kejaksaan: Pengembangan sistem intelijen terintegrasi yang

memungkinkan pertukaran data secara real-time antara Kejaksaan, KPK, BPKP, dan
aparat penegak hukum lainnya harus mempercepat proses pengidentifikasian awal,
dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk analisis ramalan, mengurangi waktu
respons dari bulan menjadi hari, sesuai dengan etika teknologi dan norma efisiensi.28

. Penguatan peraturan dan mekanisme koordinasi: Pemerintah harus menjelaskan batas

dan lingkup kerja intelijen kejaksaan dalam konteks pencegahan korupsi melalui revisi
undang-undang, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain, termasuk
protokol bersama untuk berbagi informasi rahasia tanpa melanggar privasi,
menegakkan prinsip-prinsip normatif kejelasan hukum dan kerja sama.29

Transparansi dan pertanggungjawaban: Sistem pelaporan publik harus memastikan
bahwa setiap aktivitas intelijen kejaksaan memiliki pengaruh konkret terhadap
pencegahan korupsi dan pembangunan yang bersih, seperti papan kontrol daring yang
menampilkan indikator kinerja, dengan mekanisme audit independen untuk mencegah
penyalahgunaan, selaras dengan norma etis pengawasan publik.

. Kolaborasi lintas sektor: Kejaksaan harus memperluas kemitraan dengan masyarakat

sipil, akademisi, dan lembaga penelitian hukum untuk membangun model pencegahan
korupsi yang didasarkan pada bukti. Sebagai contoh kerja sama dengan universitas
untuk penelitian bersama harus menghasilkan instrumen prediksi korupsi yang lebih
tepat, seperti model statistik untuk proyek-proyek berisiko tinggi, sesuai dengan ideal
normatif tata kelola yang inklusif dan berbasis pengetahuan.30

Pelaksanaan strategi ini harus mengubah intelijen kejaksaan menjadi instrumen

pencegahan yang lebih efektif, berkontribusi pada penurunan indeks korupsi Indonesia
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dari posisi terkini, sebagaimana ditetapkan secara etis.31

KESIMPULAN

Korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mengancam kelangsungan bangsa
dan negara, sekaligus menyalahi hak-hak sosial serta ekonomi warga masyarakat. Upaya
penegakan hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sambil memadukan
prinsip keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat luas. Penuntutan merujuk pada
langkah penuntut umum dalam menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dengan
permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hukum, di mana putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dianggap final dan selanjutnya dilaksanakan melalui eksekusi
oleh jaksa pelaksana.32 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Peran Bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” maka dapat disimpulkan
bahwa elemen yang menghalangi fungsi divisi Intelijen Kejaksaan Tinggi mencakup
keterbatasan sumber daya manusia serta pendidikan khusus intelijen yustisial, keterbatasan
dana dan sarana teknologi informasi, kerja sama antar lembaga penegak hukum yang
belum maksimal, serta defisiensi pengawasan internal dan tanggung jawab intelijen, yang
secara normatif menentang tolak ukur etis keadilan dan pertanggung jawaban sehingga
mengurangi keefektifan pencegahan korupsi hingga 40%, khususnya dalam identifikasi
awal penyimpangan keuangan negara dan administrasi keuangan publik, yang akhirnya
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Langkah-langkah yang dapat memperkuat fungsi tersebut secara lebih bertanggung
jawab dan terukur meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui
pendidikan Kkhusus, digitalisasi sistem intelijen dengan pembangunan sistem terpadu
berbasis kecerdasan buatan, penguatan aturan melalui amandemen undang-undang untuk
menghindari penumpukan tugas antar lembaga, implementasi keterbukaan dan tanggung
jawab melalui mekanisme pelaporan publik serta audit mandiri, serta kerja sama lintas
bidang dengan masyarakat dan akademik, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi
pencegahan korupsi hingga 30% dalam lima tahun, memastikan operasi intelijen tidak
hanya reaktif tetapi juga pencegahan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan sesuai
dengan norma konstitusional dan etis. Taktik dan prosedur intelijen yustisial yang
diterapkan Kejaksaan Tinggi dalam mengidentifikasi dan memantau kejahatan korupsi
mencakup pengumpulan data, pemetaan risiko berdasarkan analisis, serta penyampaian
hasil identifikasi awal untuk tindakan pencegahan, yang secara normatif harus mencakup
identifikasi awal potensi penyimpangan keuangan negara dalam proyek infrastruktur,
pengawasan pembangunan strategis tingkat nasional dan regional, serta kolaborasi antar
bidang dengan institusi seperti KPK, Kepolisian, dan Inspektorat.
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